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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan 

Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 

2009 tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan penyelenggara wajib mengikutsertakan 

masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai upaya membangun sistem 

penyelenggaraan Pelayanan Publik yang adil, transparan, dan akuntabel. Pelibatan 

masyarakat ini menjadi penting seiring dengan adanya konsep pembangunan berkelanjutan 

serta dapat mendorong kebijakan penyelenggaraan pelayanan publik lebih tepat sasaran. 

Dalam menjalankan amanat UU No. 25 tahun 2009 maupun PP No. 96 Tahun 2012 

maka disusun Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan 

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Pedoman ini 

memberikan panduan bagi unit penyelenggara pelayanan untuk melibatkan masyarakat 

dalam penilaian kinerja pelayanan publik guna meningkatkan kualitas pelayanan yang 

diberikan. Penilaian masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan publik akan diukur 

berdasarkan 9 (sembilan) unsur yang berkaitan dengan standar pelayanan, sarana 

prasarana, serta konsultasi pengaduan. 

Untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan Direktorat Registrasi Obat 

Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik sebagai salah satu penyedia layanan publik 

di Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) maka perlu diselenggarakan survei atau 

jajak pendapat tentang penilaian pengguna layanan publik terhadap pelayanan yang 

diberikan. Dengan berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017, maka 

telah dilakukan pengukuran atas kepuasan masyarakat. Hasil SKM yang didapat merangkum 

data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat. Dengan elaborasi metode 

pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat, maka akan 

didapatkan kualitas data yang akurat dan komprehensif. 

Hasil survei ini akan digunakan sebagai bahan evaluasi dan bahan masukan bagi unit 

penyelenggara layanan publik untuk terus-menerus melakukan perbaikan sehingga kualitas 

pelayanan prima dapat segera dicapai. Dengan tercapainya pelayanan prima maka harapan 

dan tuntutan masyarakat atas hak-hak mereka sebagai warga negara dapat terpenuhi. 

 

1.2 Dasar Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat 

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang- Undang 
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Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 

3. Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan 

Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. 

 

1.3 Maksud dan Tujuan 

Tujuan pelaksanaan SKM adalah untuk mengetahui gambaran kepuasan masyarakat 

yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat, terhadap mutu dan kualitas 

pelayanan yang telah diberikan oleh Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen 

Kesehatan, dan Kosmetik.  

Adapun sasaran dilakukannya SKM adalah: 

1. Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja 

penyelenggara pelayanan; 

2. Mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan 

publik; 

3. Mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk menjadi lebih inovatif dalam 

menyelenggarakan pelayanan publik; 

4. Mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik 

yang diberikan; 

5. Mendorong pencapaian kinerja dan komitmen antikorupsi pada unit pelayanan di 

Badan POM dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.  

Dengan dilakukan SKM dapat diperoleh manfaat, antara lain: 

1. Diketahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam 

penyelenggara pelayanan publik; 

2. Diketahui kinerja penyelenggara pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit 

pelayanan publik secara periodik; 

3. Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya tindak lanjut yang 

perlu dilakukan atas hasil Survei Kepuasan Masyarakat; 

4. Diketahui indeks kepuasan masyarakat secara menyeluruh terhadap hasil 

pelaksanaan pelayanan publik di lingkungan Badan POM; 

5. Memacu persaingan positif, antar unit penyelenggara pelayanan pada lingkup 

Pemerintah Pusat dan Daerah dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan; 

6. Bagi masyarakat dapat diketahui gambaran tentang kinerja unit pelayanan; 

7. Diketahuinya indikator keberhasilan Reformasi Birokrasi Badan POM melalui 

peningkatan kualitas pelayanan publik Badan POM.
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BAB II  

PENGUMPULAN DATA SKM 

2.1 Pelaksana SKM 

Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2024 pada Direktorat Registrasi Obat Tradisional, 

Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik dilaksanakan dengan membentuk tim pelaksana kegiatan 

Survei Kepuasan Masyarakat (sebagaimana terlampir). 

2.2 Metode Pengumpulan Data 

Pelaksanaan SKM menggunakan kuesioner secara online melalui bit.ly yang disebarkan 

kepada pengguna layanan. Kuesioner terdiri atas 11 (sebelas) pertanyaan yang mencakup 9 

unsur pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima berdasarkan 

Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan 

Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Kesembilan unsur yang ditanyakan dalam 

kuesioner SKM Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik, 

yaitu: 

1. Persyaratan: Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu 

jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif. 

2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur: Prosedur adalah tata cara pelayanan yang 

dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan. 

3. Waktu Penyelesaian: Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk 

menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan. 

4. Biaya/Tarif: Biaya/ tarif adalah informasi ongkos yang dikenakan kepada penerima 

layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang 

besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat. 

5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan: Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil 

pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. 

Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan. 

6. Kompetensi Pelaksana: Kompetensi  pelaksana  adalah  kemampuan  yang  harus 

dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan pengalaman. 

7. Perilaku Pelaksana: Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan 

pelayanan. 

8. Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan: Penanganan pengaduan, saran dan 

masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut. 

9. Sarana dan Prasarana: Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai 

alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang 

merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, 

proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan 
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prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung). 

2.3 Lokasi Pengumpulan Data 

Lokasi dan waktu pengumpulan data dilakukan secara online tautan bit.ly pada waktu 

jam layanan maupun di luar jam layanan, serta pengisian kuesioner dilakukan sendiri oleh 

responden sebagai penerima layanan. Adapun tautan bit.ly untuk setiap jenis layanan adalah 

sebagai berikut: 

1. Layanan Izin Edar Obat Bahan Alam: bit.ly/skmizinedarobattradisional 

2. Layanan Izin Edar Obat Kuasi dan Suplemen Kesehatan: bit.ly/skmizinedaroksk 

3. Layanan Persetujuan Iklan Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, dan Suplemen Kesehatan: 

bit.ly/skmpersetujuaniklanotsk 

4. Layanan Izin Edar Kosmetik: bit.ly/skmizinedarkosmetik 

5. Layanan Persetujuan Uji Praklinik (PPUPK) dan Uji Klinik (PPUK) Obat Bahan Alam, 

OK, SK, Kos: bit.ly/skmujiklinikpraklinikotskk 

2.4 Waktu Pelaksanaan SKM 

Survei dilakukan secara periodik per semester dan pelaksanaan survei kepuasan 

masyarakat memerlukan waktu selama 1 (satu) bulan pada tanggal 27 Oktober – 27 November 

2024. 

2.5 Penentuan Jumlah Responden 

Dalam penentuan jumlah responden, terlebih dahulu menghitung jumlah populasi 

penerima layanan pada periode sebelumnya dari setiap jenis layanan Direktorat Registrasi 

Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik. Selanjutnya, dari jumlah populasi 

tersebut dilakukan perhitungan berdasarkan tabel Krejcie and Morgan sesuai PermenPAN dan 

RB nomor 14 tahun 2017 sehingga didapatkan jumlah minimum sampel yang akan dijadikan 

sebagai responden. Berikut jumlah populasi dan sampel Direktorat Registrasi Obat Tradisional, 

Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik tahun 2024: 

No. Layanan Populasi Sampel 

1 
Persetujuan pelaksanaan uji praklinik (PPUPK) 
dan uji klinik (PPUK) obat bahan alam, obat 
kuasi, suplemen kesehatan, dan kosmetik 

16 7 

2 Izin edar obat bahan alam 464 129 

3 Izin edar obat kuasi dan suplemen kesehatan 288 92 

4 Izin edar kosmetika 1625 245 

5 
Persetujuan iklan obat bahan alam, obat kuasi, 
dan suplemen kesehatan 

98 37 

 TOTAL 2491 510 
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BAB III  

HASIL PENGOLAHAN DATA SKM 

 

3.1 Jumlah Responden SKM 

Berdasarkan hasil pengumpulan data, jumlah responden penerima layanan yang 

diperoleh yaitu 257 orang responden, dengan rincian sebagai berikut: 

No Karakteristik Indikator Jumlah Persentase 

1 Jenis Kelamin 
Laki-laki 76 29,57% 

Perempuan 181 70,43% 

2 Pendidikan 

≤ SMA/Sederajat 19 7,39% 

D1/D2/D3 15 5,84% 

D4/S1 90 35,02% 

S2/Profesi/S3 133 51,75% 

3 Pekerjaan 

PNS/TNI/Polri 2 0,78% 

Pegawai Swasta 193 75,10% 

Wiraswasta 30 11,67% 

Perusahaan Pengurusan 

Jasa Kepabeanan 
11 4,28% 

Pegawai BUMN/D 2 0,78% 

Peneliti/dosen 5 1,94% 

Pelajar/mahasiswa 14 5,45% 

Lainnya 0 0,00% 

4 Usia 

≤ 25 Tahun 39 15,18% 

26 – 30 Tahun 73 28,40% 

31 – 35 Tahun 58 22,57% 

36 – 40 Tahun 27 10,51% 

41 – 50 Tahun 40 15,56% 

>50 Tahun 20 7,78% 

 

Jumlah responden yang berhasil diperoleh hingga saat penutupan masa SKM masih 

belum memenuhi target yang telah ditetapkan. Situasi ini disebabkan oleh adanya kendala 

dalam pelaksanaan, terutama karena jadwal pengisian survei terpotong oleh pembatasan 

layanan publik yang diterapkan selama periode pelaksanaan. Kondisi ini memengaruhi 

efektivitas proses pengumpulan data dan hasil yang diharapkan, sehingga diperlukan 

penyesuaian strategi untuk memastikan target dapat dicapai dengan cara yang lebih fleksibel 

dan adaptif terhadap situasi yang ada kedepannya. 
 

3.2 Indeks Kepuasan Masyarakat (Unit Layanan dan Per Unsur Layanan) 

Berdasarkan pengolahan data SKM, diperoleh hasil sebagai berikut: 

a. Nilai SKM per Jenis Layanan 
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Jenis Layanan U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 
Nilai SKM 

per 
Layanan 

Persetujuan pelaksanaan uji 
praklinik (PPUPK) dan uji 
klinik (PPUK) obat bahan 
alam, obat kuasi, suplemen 
kesehatan, dan kosmetik 

91,67 89,58 92,36 93,75 91,67 93,75 95,83 93,75 95,83 93,13 

Izin edar obat bahan alam 83,65 85,58 83,33 90,71 86,22 90,38 90,06 88,46 87,50 87,32 

Izin edar obat kuasi dan 
suplemen kesehatan 

87,36 87,93 86,97 91,38 89,08 93,10 94,25 90,80 89,66 90,06 

Izin edar kosmetika 90,93 92,51 91,32 95,04 93,14 94,73 95,78 92,93 93,88 93,36 

Persetujuan iklan obat bahan 
alam, obat kuasi, dan 
suplemen kesehatan 

83,33 85,00 92,78 93,33 93,33 91,67 95,00 91,67 96,67 91,42 

 
 

b. Nilai SKM per Unsur dan Unit Layanan 

Unsur Pelayanan 
2023 

Semester 1 

2023 

Semester 2 

2024 

Semester 1 

2024 

Semester 2 
Naik/Turun 

U1 Persyaratan 86,55 82,87 88,39 88,78 ▲5,91 

U2 
Sistem, Mekanisme, dan 
Prosedur 

87,70 84,32 88,81 90,21 ▲5,89 

U3 Waktu Penyelesaian 85,52 79,83 88,09 89,30 ▲9.47 

U4 Biaya/Tarif 91,21 88,98 91,83 93,64 ▲4,66 

U5 
Produk Spesifikasi Jenis 

Pelayanan 
87,86 85,28 89,98 91,25 ▲5,97 

U6 Kompetensi Pelaksana 90,58 86,98 91,47 93,51 ▲6,53 

U7 Perilaku Pelaksana 93,24 90,43 93,24 94,42 ▲3,99 

U8 
Penanganan Pengaduan, 
Saran, dan Masukan 

89,37 85,19 90,60 91,76 ▲6,57 

U9 Sarana dan Prasarana 89,17 85,77 90,66 92,28 ▲6,51 

Nilai SKM Unit Layanan 89,02 85,52 90,34 91,68 ▲6,16 

 
 

Keterangan: 

:     Mutu Pelayanan A (Sangat Baik; 88,31 – 100,00) 

:     Mutu Pelayanan B (Baik; 76,61 - 88,30) 

:     Mutu Pelayanan C (Kurang Baik; 65,00 – 76,60) 

:     Mutu Pelayanan D (Tidak Baik; 25,00 – 64,99) 

 

 

Dari hasil pengolahan data SKM, dilakukan perbandingan nilai pada tahun 2023 

semester 2 dan tahun 2024 semester 2. Terdapat kenaikan pada seluruh unsur pelayanan 

dengan kenaikan rata-rata nilai SKM dari tahun 2023 ke tahun 2024 sebesar 6,16.  
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BAB IV  

ANALISIS HASIL SKM 

4.1 Analisis Permasalahan/Kelemahan dan Kelebihan per Unsur Pelayanan 

Berdasarkan hasil pengolahan data, dapat diketahui bahwa: 

1. Tiga unsur layanan dengan nilai terendah, yaitu: 1) Persyaratan dengan nilai 88,78; 2) 

Waktu Penyelesaian dengan nilai 89,30; dan 3) Sistem, Mekanisme, dan Prosedur 

dengan nilai 90.21. 

2. Sedangkan tiga unsur layanan dengan nilai tertinggi, yaitu: 1) Perilaku Pelaksana 

dengan nilai 94,42; 2) Biaya/Tarif dengan nilai 93,64; dan 3) Kompetensi Pelaksana 

dengan nilai 93,51. 

 

Berdasarkan hasil rekapitulasi saran/kritik serta pengaduan yang masuk melalui berbagai 

kanal aduan yang telah disediakan, diperoleh beberapa saran dan aduan yang menjadi 

perhatian dan dapat digunakan dalam pembahasan rencana tindak lanjut, yaitu sebagai 

berikut: 

1. Pelaksanaan kegiatan desk konsultasi, bimbingan teknis, pelatihan registration officer, 

dan one stop service agar dilakukan secara rutin dan berkala, terutama di daerah-

daerah. 

2. Peningkatan komunikasi dengan industri melalui forum konsultasi dan pelaksanaan 

sosialisasi terkait peraturan dan panduan tentang registrasi obat bahan alam, 

suplemen kesehatan, dan kosmetik. 

3. Pengadaan program lanjutan yang mempertemukan peneliti/dosen dan pelaku industri 

untuk mempercepat hilirisasi hasil penelitian. 

4. Konfirmasi-konfirmasi dari Notifkos agar dibahas pada kegiatan Rubik. 

5. Kendala teknis diminimalkan agar proses registrasi produk dapat berjalan on schedule 

dan berjalan lancar. 

6. Proses evaluasi produk agar bisa sesuai timeline yang sudah ditentukan dalam 

regulasi. 

7. Proses pengambilan antrian loket agar dipermudah dan kuota loket layanan konsultasi 

offline maupun online diperbanyak. 

8. Pemberian contoh apabila ada revisi dari evaluator agar tidak ada kesalahan berulang 

saat pengajuan produk. 

9. Penambahan jumlah evaluator atau SDM untuk mendukung perkembangan produk 

dan meminimalkan keterlambatan waktu pelayanan. 

10. Pemeliharaan dan pengembangan aplikasi agar tidak sering terjadi trouble dan 

penerapan teknologi AI dapat dilakukan secepatnya. 
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11. Variasi perubahan nama produk dengan atau tanpa perubahan distributor agar 

diperbolehkan kembali untuk memudahkan UMK bekerjasama dengan distributor. 

12. PPUK agar semakin lengkap untuk banyak model hewan dengan kriteria FINER 

(feasible, interesting, novelty, ethics, dan relevant). 

 

Adapun kondisi permasalahan/kekurangan dari unsur pelayanan dapat digambarkan 

sebagai berikut: 

1. Unsur Persyaratan belum optimal karena banyaknya regulasi baru yang harus 

dilakukan penyesuaian terhadap persyaratan registrasi dan notifikasi, serta adanya 

pelaku usaha yang belum terpapar informasi terbaru terkait regulasi dan persyaratan 

registrasi. 

2. Unsur Waktu Penyelesaian belum optimal karena meningkatnya jumlah berkas 

pendaftaran yang tidak diimbangi oleh alokasi sumber daya manusia (SDM) serta 

terdapat beberapa proses evaluasi dan permohonan registrasi yang memerlukan 

telaah atau kajian lebih mendalam. 

3. Unsur Sistem, Mekanisme, dan Prosedur belum optimal karena perlunya beberapa 

tahapan dalam proses evaluasi, adanya gangguan pada sistem aplikasi, serta keadaan 

kahar.
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4.2 Rencana Tindak Lanjut 

Hasil analisis tersebut akan digunakan untuk perbaikan kualitas pelayanan publik maupun pengambilan kebijakan dalam rangka pelayanan 

publik. Oleh karenanya, berdasarkan hasil analisis tersebut, disusun rencana tindak lanjut perbaikan. Rencana tindak lanjut perbaikan dilakukan 

dengan prioritas dimulai dari unsur yang paling rendah hasilnya. 

 
Pembahasan rencana tindak lanjut hasil SKM dilakukan melalui rapat internal pada tanggal 24 Desember 2024. Rencana tindak lanjut 

perbaikan hasil SKM dituangkan dalam tabel berikut: 

No. Jenis Layanan 

Unsur 
Layanan 

dengan Nilai 
Rendah 

Penyebab Rencana Tindak Lanjut 
Timeline 

(DD-MM-YY) 
PIC 

1. Registrasi Obat Bahan 
Alam, Suplemen 
Kesehatan, dan Kosmetik 
a. Persetujuan 

Persyaratan 1. Banyaknya regulasi 
baru yang harus 
dilakukan penyesuaian 
terhadap persyaratan 

1. Akan dilakukan sosialisasi terkait 
regulasi terkini melalui kegiatan 
strategis yang melibatkan stake 
holder.  

TW 1 - TW 4 
2025 

1. Ketua Tim Kerja 
Area Peningkatan 
Kualitas 
Pelayanan Publik 
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pelaksanaan uji 
praklinik (PPUPK) dan 
uji klinik (PPUK) obat 
bahan alam, obat 
kuasi, suplemen 
kesehatan, dan 
kosmetik 

b. Izin edar obat bahan 
alam 

c. Izin edar obat kuasi 
dan suplemen 
kesehatan 

d. Izin edar kosmetik 
e. Persetujuan iklan obat 

bahan alam, obat 
kuasi, dan suplemen 
kesehatan 

registrasi, notifikasi, dan 
PPUPK/PPUK 

2. Adanya pelaku usaha 
yang dimungkinkan 
belum mendapatkan 
informasi terbaru terkait 
regulasi Obat Bahan 
Alam, Obat Kuasi, 
Suplemen Kesehatan, 
dan Kosmetik 

3. Terdapat pelaku usaha 
baru yang belum 
terpapar persyaratan 
registrasi dan 
PPUPK/PPUK 

2. Penyebaran informasi melalui 
infografis dan materi paparan 
terkait regulasi terkini pada 
sistem ASROT, Notifkos, Sireka, 
subsite Selasar Registrasi 
OTSKK, dan media sosial Dit. 
Registrasi OTSKK (Instagram, 
WhatsApp 

3. Telah tersedia Layanan 
Konsultasi melalui Loket 
Pelayanan Publik tatap Muka 
(Duty manager dan Customer 
Service) maupun melalui loket 
online (Duty manager, chat 
ASROT, WhatsApp, telepon, 
dan email) yang dapat melayani 
pertanyaan terkait peraturan 
terkini, dokumen persyaratan 
registrasi, hingga cara registrasi 
produk. 

2. Ketua Tim Kerja 
Penilaian Uji 
Praklinik/Klinik 
Obat Tradisional, 
Obat Kuasi, dan 
Suplemen 
Kesehatan 

3. Ketua Tim Kerja 
Registrasi Produk 
dan Iklan Obat 
Tradisional, Obat 
Kuasi dan 
Suplemen 
Kesehatan 

4. Ketua Tim Kerja 
Notifikasi 
Kosmetik 
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2.  Registrasi Obat Bahan 
Alam, Suplemen 
Kesehatan, dan Kosmetik 
a. Persetujuan 

pelaksanaan uji 
praklinik (PPUPK) dan 
uji klinik (PPUK) obat 
bahan alam, obat 
kuasi, suplemen 
kesehatan, dan 
kosmetik 

b. Izin edar obat bahan 
alam 

c. Izin edar obat kuasi 
dan suplemen 
kesehatan 

d. Izin edar kosmetik 
e. Persetujuan iklan obat 

bahan alam, obat 
kuasi, dan suplemen 
kesehatan 

Waktu 
Penyelesaian 

1. Meningkatnya jumlah 
berkas pendaftaran 
tidak diimbangi dengan 
alokasi sumber daya 
manusia (SDM) 
mengingat dinamika 
kepegawaian yang 
senantiasa berubah, 
antara lain seperti 
adanya pegawai yang 
sedang mengikuti tugas 
belajar maupun 
pegawai yang pindah 
tugas. 

Untuk mendukung dan 
meningkatkan timeline evaluasi, 
dilakukan beberapa kegiatan 
strategis untuk mendukung 
percepatan penerbitan izin edar 
antara lain: 
1. Intensifikasi dan Desk Registrasi 

Permasalahan Registrasi Produk 
dan Iklan dalam rangka 
Percepatan Izin Edar OBA dan 
SK. 

2. Program Akselerasi Penerbitan 
Izin Edar Terpadu (PROAKSI 
BERPADU) melalui kegiatan 
One Stop Service (OSS) 
Pelayanan Prima Registrasi 
Obat Bahan Alam, Suplemen 
Kesehatan dan Obat Kuasi di 
daerah. 

3. Bimbingan teknis dalam rangka 
peningkatan kompetensi 
regulatory officer OBA dan SK. 

4. Coaching clinic Registrasi OBA 
dan SK. 

5. Pendampingan UMKM di daerah 
untuk percepatan izin edar. 

6. Desk dan Intensifikasi Notifikasi 
Kosmetik. 

TW 1 - TW 4 
2025 

1. Ketua Tim Kerja 
Area Peningkatan 
Kualitas 
Pelayanan Publik 

2. Ketua Tim Kerja 
Penilaian Uji 
Praklinik/Klinik 
Obat Tradisional, 
Obat Kuasi, dan 
Suplemen 
Kesehatan 

3. Ketua Tim Kerja 
Registrasi Produk 
dan Iklan Obat 
Tradisional, Obat 
Kuasi dan 
Suplemen 
Kesehatan 

4. Ketua Tim Kerja 
Notifikasi 
Kosmetik 
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    7. Coaching clinic Notifikasi 
Kosmetik dan Bimbingan Teknis 
Petugas Registrasi (Regulatory 
Officer) dalam rangka 
pemenuhan persyaratan 
notifikasi kosmetik. 

8. Intensifikasi pendampingan 
jemput bola dalam penyusunan 
protokol dan pelaksanaan uji 
praklinik/ klinik dalam rangka 
hilirisasi obat bahan alam 
menjadi obat herbal terstandar 
dan fitofarmaka 

9. Sosialisasi dan edukasi kepada 
pemohon PPUPK/PPUK (pelaku 
usaha dan peneliti)  

10. Pemberdayaan fasilitator UPT 
dalam rangka pendampingan 
UMKM di daerah  

11. Telah tersedia Layanan 
Konsultasi melalui Loket 
Pelayanan Publik Tatap Muka 
(Duty manager dan Customer 
Service) maupun melalui loket 
online (Duty manager, chat 
ASROT, WhatsApp, telepon, 
dan email) yang dapat melayani 
pertanyaan terkait peraturan 
terkini, dokumen persyaratan 
registrasi, hingga cara registrasi 
produk. 
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   2. Terdapat beberapa 
proses evaluasi dan 
permohonan registrasi 
yang memerlukan 
telaah atau kajian lebih 
mendalam karena 
belum diatur dalam 
regulasi terkini, 
misalnya berkaitan 
dengan kategori 
pendaftaran produk, 
kemanfaatan produk, 
ketidaksesuaian data 
administrasi, aspek 
keamanan dan klaim, 
rancangan iklan, dan 
dalam beberapa kasus 
memerlukan 
pembahasan dengan 
unit teknis lain dan Tim 
Ahli yang 
diselenggarakan dalam 
jangka waktu tertentu. 

1. Untuk produk yang memerlukan 
telaah dan kajian mendalam, 
pendaftar diminta memberikan 
data dukung sesuai dengan 
regulasi sehingga mempermudah 
proses evaluasi. Dilakukan kajian 
produk yang memerlukan 
pembahasan dengan tim ahli 
apabila diperlukan. 

2. Melakukan revisi regulasi dengan 
berkoordinasi dengan Direktorat 
Standardisasi OTSKK dan Biro 
Hukum dan Organisasi, antara 
lain dengan berperan aktif dalam 
pembahasan draft regulasi serta 
menyampaikan usulan terkait 
beberapa ketentuan yang belum 
tercantum dalam regulasi 
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3. Registrasi Obat Bahan 
Alam, Suplemen 
Kesehatan, dan Kosmetik 
a. Persetujuan 

pelaksanaan uji 
praklinik (PPUPK) dan 
uji klinik (PPUK) obat 
bahan alam, obat 
kuasi, suplemen 
kesehatan, dan 
kosmetik 

b. Izin edar obat bahan 
alam 

c. Izin edar obat kuasi 
dan suplemen 
kesehatan 

d. Izin edar kosmetik 
e. Persetujuan iklan obat 

bahan alam, obat 
kuasi, dan suplemen 
kesehatan 

Sistem, 
Mekanisme, 

dan Prosedur 

1. Adanya pelaku usaha 
yang dimungkinkan 
belum mendapatkan 
informasi terbaru terkait 
sistem, mekanisme, 
dan prosedur registrasi, 
notifikasi, dan 
PPUPK/PPUK 

2. Proses evaluasi berkas 
perlu dilakukan melalui 
beberapa tahapan 
sebelum memperoleh 
persetujuan/penolakan 

3. Adanya gangguan pada 
sistem ASROT sebagai 
dampak dari gangguan 
Pusat Data Nasional 
(PDN Kominfo) 

4. Adanya gangguan pada 
sistem antrian online 
melalui antrian.bpom 

5. Adanya kendala dalam 
mengambil antrian 
layanan loket dan 
terbatasnya kuota loket 
layanan per hari yang 
dapat diberikan 

1. Akan dilakukan kegiatan 
sosialisasi dan konsultasi dalam 
kegiatan: 
a. Intensifikasi dan Desk 

Registrasi Permasalahan 
Registrasi Produk dan Iklan 
dalam rangka Percepatan 
Izin Edar OBA dan SK.  

b. Program Akselerasi 
Penerbitan Izin Edar 
Terpadu (PROAKSI 
BERPADU) melalui kegiatan 
One Stop Service (OSS) 
Pelayanan Prima Registrasi 
Obat Bahan Alam, 
Suplemen Kesehatan dan 
Obat Kuasi di daerah 

c. Bimbingan teknis dalam 
rangka peningkatan 
kompetensi regulatory 
officer OBA dan SK. 

d. Coaching clinic Registrasi 
OBA dan SK. 

e. Pendampingan UMKM di 
daerah untuk percepatan 
izin edar. 

f. Coaching clinic Notifikasi 
Kosmetik dan Bimbingan 
Teknis Petugas Registrasi 
(Regulatory Officer) dalam 
rangka pemenuhan 
persyaratan notifikasi 
kosmetik. 

g. Intensifikasi pendampingan 
jemput bola dalam 

TW 1 - TW 4 
2025 

1. Ketua Tim Kerja 
Area Peningkatan 
Kualitas Pelayanan 
Publik 

2. Ketua Tim Kerja 
Penilaian Uji 
Praklinik/Klinik 
Obat Tradisional, 
Obat Kuasi, dan 
Suplemen 
Kesehatan 

3. Ketua Tim Kerja 
Registrasi Produk 
dan Iklan Obat 
Tradisional, Obat 
Kuasi dan 
Suplemen 
Kesehatan 

4. Ketua Tim Kerja 
Notifikasi Kosmetik 
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penyusunan protokol dan 
pelaksanaan uji praklinik/ 
klinik dalam rangka hilirisasi 
obat bahan alam menjadi 
obat herbal terstandar dan 
fitofarmaka 

h. Sosialisasi dan edukasi 
kepada pemohon 
PPUPK/PPUK (pelaku 
usaha dan peneliti)  

2. Dilakukan pembahasan antara 
tim IT ASROT dan NOTIFKOS 
dengan PUSDATIN  

3. Pengembangan sistem layanan 
publik di Direktorat Registrasi 
OTSKK yang berbasis system 
intellegence dan lebih user 
friendly 

4. Pembuatan dan penggunaan 
sistem antrian online sementara 
melalui bit.ly 

5. Dilakukan pengembangan dan 
inovasi terhadap sistem 
notifikasi kosmetik antara lain: 
a. Template sistem bisnis 

intelijen bahan baku 
kosmetik 

b. Simplifikasi proses verifikasi 
dan update data badan 
usaha agar pelaku usaha 
dapat melakukan pengajuan 
akun dan update data 
secara online tanpa perlu ke 
loket 

c. Pemangkasan alur proses 
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verifikasi badan usaha 
 

 

Berdasarkan hasil rekapitulasi saran/kritik serta pengaduan yang masuk melalui berbagai kanal aduan yang telah disediakan, diperoleh 

beberapa saran dan aduan yang menjadi perhatian dan perlu dibuatkan rencana tindak lanjut yaitu sebagai berikut: 

No. Jenis Layanan Saran/Masukan Tindak Lanjut Timeline 

1.  Registrasi Obat 
Bahan Alam, 
Suplemen 
Kesehatan, dan 
Kosmetik 
a. Persetujuan 

pelaksanaan uji 
praklinik (PPUPK) 
dan uji klinik 
(PPUK) obat 
bahan alam, obat 
kuasi, suplemen 
kesehatan, dan 
kosmetik 

b. Izin edar obat 
bahan alam 

c. Izin edar obat 
kuasi dan 
suplemen 
kesehatan 

d. Izin edar kosmetik 
e. Persetujuan iklan 

obat bahan alam, 

1. Kegiatan desk 
konsultasi, bimbingan 
teknis, pelatihan 
registration officer, 
dan one stop service 
dilakukan secara 
rutin dan berkala, 
terutama di daerah-
daerah. 

2. Meningkatkan 
komunikasi dengan 
industri melalui forum 
konsultasi rutin serta 
diperlukan sosialisasi 
untuk penyediaan 
akses informasi 
terkait peraturan baru 
dan referensi dasar 
atau panduan 
tentang registrasi 
obat bahan alam, 
suplemen kesehatan, 
dan kosmetik. 

Melakukan kegiatan strategis secara berkala yang 
melibatkan pelaku usaha, antara lain melalui kegiatan: 
1. One Stop Service registrasi OTSKK (Bogor - 

Januari 2025, Jakarta - TW 1 2025) 
2. Pendampingan Reg OBA di daerah (Banyumas, 

Semarang, dan Yogyakarta) 
3. Coaching clinic Registrasi OBAOKSK (Jakarta - 

TW 1 2025) 
4. Desk Konsultasi Registrasi OBAOKSK (Jakarta - 

Januari 2025) 
5. Coaching clinic Notifikasi Kosmetik dan 

Bimbingan Teknis Petugas Registrasi (Regulatory 
Officer) dalam rangka Pemenuhan Persyaratan 
Notifikasi Kosmetik (Jakarta - TW 1 2025) 

6. Desk dan Intensifikasi Notifikasi Kosmetik 
(Jakarta - TW 1 2025) 

7. Sosialisasi PPUPK/PPUK dan Pendampingan Uji 
Praklinik/Klinik OBA, OK, dan SK (Jakarta - TW 1 
2025) 

8. Desk Konsultasi Uji Praklinik/Klinik OBA, OK, dan 
SK (Jakarta - TW 1 2025) 

TW 1 - TW 4 2025 
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No. Jenis Layanan Saran/Masukan Tindak Lanjut Timeline 

obat kuasi, dan 
suplemen 
kesehatan 

3. Mengadakan 
program lanjutan 
yang 
mempertemukan 
peneliti/dosen dan 
pelaku industri untuk 
mempercepat 
hilirisasi hasil 
penelitian. 

Memfasilitasi koordinasi peneliti dan pelaku usaha 
dalam pengajuan PPUPK/PPUK  

TW 1 - TW 4 2025 

4. Saran untuk dapat 
membahas 
konfirmasi-konfirmasi 
dari Notifkos pada 
Rubik selanjutnya. 

1. Dilakukan desk konsultasi terkait produk konfirmasi 
pada kegiatan : 
a. One Stop Service (OSS) pelayanan prima 

registrasi OT, SK, dan Kosmetik di Daerah 
(Bogor - TW 1 2025) 

b. Desk dan Intensifikasi Notifikasi Kosmetik 
(Jakarta - TW 1 2025) 

2. Telah tersedia Layanan Konsultasi Notifikasi 
Kosmetik melalui Loket Pelayanan Publik Tatap Muka 
(Duty manager) maupun melalui telepon yang dapat 
melayani pertanyaan terkait produk konfirmasi atau 
tambahan data yang diperlukan oleh pelaku usaha. 

TW 1 - TW 4 2025 

5. Kendala teknis 
diminimalkan 
sehingga proses 
registrasi produk 
baru dapat berjalan 
on schedule dan 
berjalan lancar. 

1. Telah tersedia layanan konsultasi yang dapat 
dimanfaatkan jika terdapat kendala teknis, yaitu 
layanan konsultasi tatap muka, chat online, 
WhatsApp, email, zoom, dan telepon.  

2. Terkait kendala teknis yang terkait aplikasi telah 
dilakukan koordinasi dengan Pusdatin dan 
pengembang.  Adanya kendala teknis yang timbul 
juga akan diinformasikan kepada seluruh 
stakeholder melalui media sosial atau kanal 
subsite. 

TW 1 - TW 4 2025 
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No. Jenis Layanan Saran/Masukan Tindak Lanjut Timeline 

6. Diharapkan 
kedepannya proses 
evaluasi produk bisa 
sesuai timeline yang 
sudah ditentukan 
dalam regulasi. 

1. Melakukan kegiatan dalam rangka percepatan 
penerbitan izin edar melalui kegiatan Desk dan 
Intensifikasi Notifikasi Kosmetik (Jakarta - TW 1 
2025). 

2. Melakukan percepatan dan simplifikasi penerbitan 
izin edar obat bahan alam, obat kuasi dan 
suplemen kesehatan untuk registrasi ulang tanpa 
perubahan. 

TW 1 - TW 4 2025 

7. Mempermudah 
proses pengambilan 
antrian loket dan 
memperbanyak kuota 
loket layanan 
konsultasi, baik 
secara online 
maupun offline. 

Layanan konsultasi telah berjalan secara offline 
maupun online dan informasi terkait konsultasi telah 
dipublikasikan pada sistem aplikasi dan media sosial 
instagram. Untuk meningkatkan kemudahan 
pengambilan antrian konsultasi, telah dilakukan 
koordinasi secara intensif bersama dengan pengelola 
sistem antrian untuk dapat melakukan maintenance 
sistem antrian secara berkala untuk menjaga 
kelancaran pengajuan konsultasi, baik secara tatap 
muka maupun secara online. 

TW 1 - TW 4 2025 
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No. Jenis Layanan Saran/Masukan Tindak Lanjut Timeline 

8. Apabila ada revisi, 
mohon untuk 
memberikan contoh 
revisi yang dimaksud 
oleh evaluator agar 
tidak ada kesalahan 
berulang saat 
pengajuan. 

Apabila terdapat kendala dan/atau ketidakpahaman 
terkait permintaan tambahan data yang diberikan, 
pelaku usaha dapat melakukan konfirmasi terlebih 
dahulu sebelum melakukan submit tambahan data 
untuk menyamakan persepsi dengan evaluator 
melalui berbagai layanan konsultasi yang telah 
tersedia, antara lain layanan konsultasi tatap muka, 
chat online, email, maupun telepon. 
Telah dilaksanakan kegiatan strategis secara berkala 
untuk meminimalisir kendala yang dialami pelaku 
usaha, antara lain melalui kegiatan: 
1. One Stop Service (OSS) registrasi OTSKK 

(Bogor - Januari 2025, Jakarta - TW 1 2025) 
2. Desk Konsultasi Registrasi OTSKK (Jakarta - 

Januari 2025) 
3. Desk dan Intensifikasi Notifikasi Kosmetik 

(Jakarta - TW 1 2025) 
4. Desk Konsultasi Uji Praklinik/Klinik OBA, OK, 

dan SK (Jakarta - TW 1 2025) 

TW 1 - TW 4 2025 

9. Menambah jumlah 
evaluator atau SDM 
agar perkembangan 
OBA di Indonesia 
lebih pesat dan 
semakin maju tanpa 
adanya 
keterlambatan waktu 
pelayanan karena 
kekurangan SDM. 

1. Dilakukan koordinasi secara intensif dengan Biro 

SDM terkait penerimaan PPPK/CASN Badan 

POM 

2. Pengajuan perpindahan jabatan (alih jabatan) ke 

Biro SDM dari jabatan lain menjadi PFM 

(evaluator) yang memenuhi kualifikasi dan 

kompetensi guna menunjang percepatan 

registrasi 

TW 1 - TW 4 2025 
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No. Jenis Layanan Saran/Masukan Tindak Lanjut Timeline 

10. Melakukan 
pemeliharaan dan 
pengembangan 
aplikasi agar tidak 
sering terjadi trouble 
dan secepatnya bisa 
menerapkan 
teknologi AI. 

1. Melakukan koordinasi secara rutin dan intensif 
antara tim IT dengan Pusdatin ataupun 
pengembang terkait pemeliharaan dan 
pengembangan sistem aplikasi. 

2. Pengembangan sistem e-registrasi (ASROT, 
Notifkos, Sireka dan SIAP UK) dilaksanakan 
secara berkesinambungan disesuaikan dengan 
kebutuhan dan ketersediaan dana. 

TW 1 - TW 4 2025 

11. Agar 
memperbolehkan 
kembali Variasi 
Perubahan Nama 
Produk (Perubahan 
pada pokok nama 
produk) dengan atau 
tanpa perubahan 
distributor agar 
memudahkan UMK 
OBA bekerjasama 
dengan distributor. 

1. Melakukan revisi regulasi dengan berkoordinasi 
dengan Direktorat Standardisasi OTSKK dan Biro 
Hukum dan Organisasi, antara lain dengan 
berperan aktif dalam pembahasan draft regulasi 
serta menyampaikan usulan terkait beberapa 
ketentuan yang belum tercantum dalam regulasi 

2. Saat ini sedang dalam proses pembahasan untuk 
revisi PerBPOM No 25 Tahun 2023 tentang 
Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat Bahan 
Alam; salah satunya untuk mencermati kembali 
klausul variasi perubahan nama produk pada 
pokoknya. 

TW 1 - TW 4 2025 

12. Semoga PPUPK 
semakin lengkap 
untuk banyak model 
hewan dengan 
kriteria FINER 
(feasible, interesting, 
novelty, ethics, dan 
relevant). 

Melakukan koordinasi dan terlibat dalam penyusunan 
Pedoman Uji Farmakodinamik dengan tambahan 
kelas terapi dengan Direktorat Standardisasi OTSKK 

TW 1 - TW 4 2025 
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4.3 Tren Nilai SKM 

Untuk membandingkan indeks kinerja unit pelayanan secara berkala atau melihat 

perubahan tingkat kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan publik, diperlukan survei 

secara periodik dan berkesinambungan. Hasil analisis survei dipergunakan untuk melakukan 

evaluasi kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan, sebagai bahan pengambilan 

kebijakan terkait pelayanan publik serta melihat kecenderungan (tren) layanan publik yang telah 

diberikan penyelenggara kepada masyarakat serta kinerja dari penyelenggara pelayanan 

publik. Tren tingkat kepuasan penerima layanan Direktorat Registrasi Obat Tradisional, 

Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik dapat dilihat melalui grafik berikut: 

 

 

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa kinerja penyelenggaraan 

pelayanan publik pada Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan 

Kosmetik dari tahun 2022 hingga 2024 cenderung mengalami peningkatan. Meskipun terdapat 

penurunan nilai dari tahun 2022 ke 2023, namun perbaikan terus dilakukan sehingga nilai pada 

tahun 2024 dapat meningkat kembali. 
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